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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran objektif tentang tingkat pencapaian sasaran
strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Papua sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas
publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas
capaian kinerja terukur. Laporan kinerja ini juga memuat hasil analisis pencapaian
indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengedepankan

aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja instansi.

Dalam Laporan Kinerja ini, kami berupaya menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk
perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien berdampak dan
bekelanjutan. Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk
perbaikan dan penyempurnaan perencanaan program dan anggaran, serta perumusan
kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di tahun
mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat untuk para pihak demi masa depan

pembangunan yang lebih baik.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025.

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

Dr. ANDRY, S.IP., M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19740129 200012 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Papua
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
dan Susunan Peragkat Daerah. Yang memiliki tugas pokok dan fungsi memfasilitasi
urusan perekonomian dan administrasi pembangunan. Laporan ini disusun untuk

melaporkan kinerja selama tahun 2025 khususnya dalam mengatasi masalah strategis.

Penyusunan LKj Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Papua Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Papua Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan
tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan pada setiap instansi

pemerintah.

Laporan Kinerja bersifat administratif dan akuntabilitas kinerja Biro Perekonomian dan

Administrasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua
Adapun Isu Strategis (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi :

Penguatan Analisis Makro dan Mikro Ekonomi
Penerapan Prinsip GCG oleh BUMD
Belum Optimalnya Kinerja BLUD

Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi SDA

a b~ w0 bnh =

Optimalisasi Capaian Target Realisasi Pembangunan, Pengolahan Data Realisasi
Keuangan dan Fisik APBD/APBN

6. Struktur Organisasi belum optimal

7. Kuantitas dan Kompetensi SDM terbatas

8. Mekanisme pada Tugas dan Fungsi masih kurang
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A. Struktur Organisasi

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mengemban tugas dan fungsi
sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi Papua, dengan Struktur Organisasi seperti dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Lampiran IV Peraturan Gubernur Papua
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 29 Januari 2024

Kepala Bira

| I

. jan Badan Usaha Milik Dasmh .
Hagian Bagian ! Bagian
Kehij akan Perekonomdan Bﬂm En;uumﬂﬂ:':h Administrasi Pemban gunan
E—
I 1
Zub Bagian | | Zub Bagian %ub Bagian Pengendalian
i Amnalizis Ekiﬁl:rni Malkra Badan Usaha Milik Dasrah — Administrasd Pelaksnaam
Pembangunan Daerah
Zu b Bagi | | #ub Bagian Badan Layanan Zub Hagian Pengendalian
| Analisis Eﬂ; Mikra Umum Daerah = Administras Pelaksinaam
Pembangunan W ilavah
] Sub Hagian .
Zub Bagian = | | Zub Hagian Pelaparan
N Tata Usaha Birg Sumber Daya Alam Pelaksanaan Pembangunan
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Sumber : Pergub Papua Nomor 3 Tahun 2024
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Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub

Bagian, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Kebijakan Perekonomian
a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Sumber
Daya Alam
a. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;
b. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah; dan
c. Sub Bagian Sumber Daya Alam
3. Bagian Administrasi Pembangunan
a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
dan

c. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

B. Tugas dan Fungsi

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam merumuskan dan
mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan
perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan
Umum Daerah dan administrasi Pembangunan Pembangunan daerah. Sedangkan Biro

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan program kerja di bidang perekonomian dan administrasi Pembangunan;
2. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kebijakan perekonomian,
sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah

dan administrasi Pembangunan daerah;
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3. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kebijakan

perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan

Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah,;

4. pelaksanaan koordinasi di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi
pembangunan daerah;

5. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang
penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam,
BUMD, BLUD dan administrasi pembangunan daerah;

6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan, serta penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan
laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian administrasi
pelaksanaan Pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan
Pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan
yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan

Pembangunan.

C. Sumber Daya Aparatur

Kondisi jumlah dan komposisi Pegawai pada Biro Perekonomian dan Administrasi

Pembangunan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :
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Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Tahun 2025

KONDISI EKSISTING KELANIN
NO el ML KUALIFIKASI . o
S3 S2 S1 D3 SMA
A | Jabatan Pimpoinan Tinggi 1 1 1

B | Jabatan Administrator

1 | Administrator 3 2 1 1 2

2 | Pengawas 8 5 3 5 3

3 | Pelaksana 41 10 1 30 20 21
C | Jabatan Fungsional

JUMLAH 53 1 7 14 1 30 27 26

Sumber : Data Kepegawaian Biro PAP Desember 2024

E. Sumber Daya Sarana Prasarana
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian dan Administrasi

Pembangunan dapat dilihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan
Jenis Barang / Tahun

No Kode Barang Nama Barang Merk / Type Pembelian Harga (Rp)
Meja Kantor 1/2

1 5.2.02.05.01.0005 bqu Olimpic 2025 39.122.001
laci modera mod
122

2 | 5.2.02.05.01.0005 | Meja Rapat Indahci 2025 6.999.999

3 | 520205030001 | MeaKenaPejabat | oint 2025 54.000.000
Eselon IV

4 | 5.2.02.05.03.0007 | LemariArsip Pejabat | Importa 2025 25.685.400
Layar Tripod Tri

5 | 5.2.02.05.01.0005 2121 Sony 2025 6.289.636
84"/210cm Brite
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No Kode Barang J;:rinsaBBaarf:r?g/ Merk / Type Pe-lr-::::lrilan Harga (Rp)
6 |5.2.02.05.01.0005 | UPS 600 VA Prolink 2025 7.424.414
7 | 5.2.02.10.01.0002 Z(C)FA{EL%N LENOVO || enovo 2025 201.300.000
8 |5.2.02.10.01.0002 'E:gfgs i';e”c’"o tgg%‘f 2025 161.836.500
9 |[5.2.02.10.02.0003 | Hardisk Eksternal foTréab'e SSD 2025 4.960.580
10 | 5.2.02.10.02.0003 | Led Projektor Sony VPL DX 2025 16.238.200
11 |5.102.01.01.0024 | Penghancur kertas | paran EP° 2025 21.212.100
JUMLAH 545.068.830

Sumber : Data Aset Biro PAP, Tahun 2025

F. Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan terdapat 2 (dua) klasifikasi permasalahan yang di hadapi
yaitu: Faktor internal dan Faktor external yang mempengaruhi kinerja Biro

Perekonomian dan Administrasi Pembanguan.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan dalam melaksanakan kebijakan, program, isu/program prioritas
nasional dan daerah khususnya dalam bidang perekonomian dan Pembangunan,

diantaranya :

Untuk Faktor External yang mempengaruhi kinerja Biro Perekonomian dan

Administrasi Pembangunan, yaitu ;

1. Penyusunan Kebijakan Perekonomian secara khusus dalam stabilisasi harga dan
pasokan untuk menjaga inflasi daerah.

2. Belum terlaksananya RUPS Tahunan seluruh BUMD Provinsi Papua untuk
mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik/GCG (Good Corporate Governance).

3. Belum terciptanya kemandirian pengelolaan keuangan dalam penerapan BLUD.
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4. Terbatasnya data SDA dan belum optimal koordinasi lintas SKPD pengelola SDA.

5. Belum optimalnya Implementasi penetapan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah
Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.

6. Belum optimalnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua.

7. Belum optimalnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
(Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) oleh Satker/SKPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Papua.

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kinerja Biro Perekonomian dan

Administrasi Pembangunan, yaitu :

1. Jabatan Struktural pada tingkat pejabat pengawas belum semua diisi.

2. Kualitas dan kompetensi SDM pelaksana belum memenuhi tuntutan tugas dan
beban kerja.

3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pelaksanaan pengendalian pembangunan.

4. Belum memadainya peralatan pendukung untuk kelancaran tugas dan fungsi di

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.



LKj Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025

BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.

Adapun Perjanjian

Kinerja Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi

Pembangunan Tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan

Gubernur Papua sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Sasaran Indikator
No . Kinerja Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan | Target | Realisasi
Strategis
Utama
1 Meningkatnya | Persentase | Formulasi :
perekonomian | perumusan
daerah melalui | kebijakan Realisasi Koord/:ngsi Penyusunan Kebijakan
kebijakan dan | daerah Daerah Dibidang Perekonomian
rekomendasi dibidang Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan
bidang perekonomi Daerah Dibidang Perekonomian
. X100%
perekonomian | an yang
yang difasilitasi Keterangan :
oo . 100% 100%
dihasilkan Biro Perekonomian dan Administrasi ° °
Pembangunan memfasilitasi proses
penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian yang merupakan amanat
Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti di
daerah dalam bentuk kebijakan terdiri :
Pergub, Kepgub, Surat Gubernur, Pedoman
Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov
Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas.
2 | Meningkatnya | Persentase | Formulasi :
perekonomian | Kebijakan o
daerah melalui | Pengelolaa Jumlah BUMD dan B@UD yang berkinerja
kebijakan dan | n SDA baik
rekomendasi | yang Total Jumiah BUMD dan BLUD
bidang SDA difasilitasi x100%
100% 100%

Keterangan :

Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan memfasilitasi penguatan tata
Kelola yang baik BUMD dan BLUD melalui
pembinaan, monitoring dan evaluasi.
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Sasaran Indikator
No . Kinerja Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan | Target | Realisasi
Strategis
Utama
3 | Meningkatnya | Persentase | Formulasi:
Koordinasi Jumlah
Pembinaan BUMD dan Realisasi koordinasi penyusunan kebijakan
minitoring dan | BLUD yang daerah diubidang SDA
evaluasi berkinerja Target Koordinasi Penyusunan kebijakan
penyusUnan ba|k daerah d/b/dang SDA
kebijakan X100%
pemerintah Keterangan :
daerah untuk 100% 100%
pengelolaan Biro Perekonomian dan Administrasi
BUMD dan Pembangunan memfasilitasi proses
BLUD yang penyusunan kebijakan daerah di bidan SDA
lebih baik yang merupakan amanat Pemerintah Pusat
untuk ditindaklanjuti di daerah dalam bentuk :
Pergub, Kepgub, Surat Gubernur, Pedoman
Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov
Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas.
4 Meningkatnya | Persentase | Formulasi :
Pengendalian | rumusan )
administrasi kebijakan Jumlah Kebijakan
pelaksanaan bidang Jumlah Rumusan Kebijakan
pembangunan | pembangun x100%
daerah an yang 100% 100%
menjadi Keterangan :
kebijakan Untuk Kebijakan dimaksud diantaranya
Pergub, Kepgub, Surat Gubernur, Pedoman
Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov
Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas.
Keterangan :

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan
anggaran sebagai berikut :

No Program Anggaran

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp 1.000.000.000
2 Program Perekonomian dan Pembangunan Rp 1.600.000.000
3 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Rp 1.501.100.000

Jumlah

Rp 4.101.100.000
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BAB il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian
No P s i Kode
Kinerja Realisasi Kinerja
1 91 <100 Sangat Baik
2 76 <90 Tinggi
3 66 <75 Sedang
4 51 <65 Rendah
5 <50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025
didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target
sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam indikator sasaran Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan Gubernur Papua.
Capaian kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025,
akan dijelaskan berdasarkan Sasaran Strategis yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran
Strategis.
1) Sasaran1:

Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi

bidang perekonomian yang dihasilkan

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan dan hasil evaluiasi menjadi
rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemerintah

Daerah Tahun 2025 sebanyak 9 (Sembilan) dokumen yaitu :
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a) Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/Kep.170/2025 Tentang
Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Papua
100.3.3.1/KEP.57/2025 Tentang

Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua

b) Keputusan Gubernur

Papua Nomor

c) Surat Edaran Gubernur Papua Tentang Pengendalian Inflasi Menjelang

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2025 di Provinsi Papua

d) Surat Edaran Gubernur Papua Tentang Pengendalian Inflasi Pada Bulan

Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H (Tahun 2025 M)

e) Surat Gubernur Papua Hal Gerakan Pasar Murah pada HBKN Tahun 2025
f) Surat Gubernur Papua Hal Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun

2025

g) Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Tahun 2025
h) Usulan Program Kerja TPAKD Provinsi Papua Tahun 2025-2029
i) Evaluasi dan Rencana Program Kerja TPAKD Provinsi Papua Tahun 2025

Tabel 3.2
Sasaran 1
Sasaran Indikator Capaian Capaian Tahun 2025
M Strategis Kinerja SEUIE | TELI
2024 Target | Realisasi | Presentase | Kode
1 | Meningkatnya | Presentase
perekonomian | perumusan
daerah kebijakan
melalui daerah
kebijakan dan | dibidang % 100% 100% 100% 100%
rekomendasi | perekonomian
bidang yang
perekonomian | difasilitasi
yang
dihasilkan
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Dokumentasi/ evidence :

4

GUBERNUR PAPUA G U RTATIA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

% v

NOMOR 100.3.3.1/KEP.57/2025
NOMOR 100.3.3.1/KEP.170/2025

TENTANG TINEANS
PEMBENTUKAN TIM PENOENDALIAN INFLASI DAERAN
™ AKSES DAERAN
PAPUA PROVINSI P
Lampiran - 2 (dua) Lampiran 1 (satu)
GUBERNUR PAPUA, ‘GUBERNUR PAPUA,
Menimbang 0 hehwa fingkat Jiteros (pemaharan) dan utilite: ko)
o Tape o Menimbeng 1 o babwa tingkat infsi yung tingg dapat menimbuilkan

pengeahuan dan  peran  serta masyarakat  datam negatif terhadap koodisi sosial ekcromi masyarakat

PengEunaan produk don jass keuangan; um mengurang  pendapatan riil masyarakat yang

berdampak pada sandar Nip t
b. bahwa peran lembaga jesa keuangan di Provinsi Papua - ',:‘:‘n“uu.w':':‘u";:"u 4 W‘u’n‘ll::k
dalam mendukung program pembangunan mi daerah
el ditingatan terutama dalam penyaluran kredit dun
yaan pada selcor-sektor pricritas ckonomi daerah: BTt P;nn;wm‘"-hﬂé;:nmt:g:’#_m s
¢ bahwa upaya untuk menggali dan mengembangkan potenst G % )
ekonomi daerah. serta mendorong optimalisasi potensi 5. babwa btr*::n wﬂm::-an ubw:;-‘:\- "',‘.ﬂ“f
aumber duna periu ditingkatian dalam rangha memperluas dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan
e poias gl T TRODR e ayat (3) Keputunan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Tim Pe lian Inflasi Nasiooal, perhs dibentuk Tim
d. bahwa perccpatan akses keuangan di daerah periu
dikakukan dakun rangka mendorong: pertumbuhan ekonom: Pengendalian inflasl Deerah (TAD)
dan mewujudian masyarakat yang lebih scjahtera; c. bahwa berdasarkan pertimbangan vel bn.hu\n dmaknud
e bahwa untuk  optimalisasi  pelaksanaan fogas  Tim dalam huruf a dan hurul b, perlu menetapka
Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Papua dan Gubernur Papun tentang Pembentukan Tim m.mun..
y ter) Inflasi Daerah Provinsi Papua;
Iebernpn insturs serin pensmbshan beberapa inatans 2
‘men, Mengingst : 1. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1969 tentang
Fonn - Nomor. - 188.4/313/ Tahun T+ 2021 tontang Pembentuan Provinsi Otorom Iin Barat dan Kabupaten-
Pembentukan Tim Perccpatan Alses Keuangan Dacrah Jabupaten Otonom &

Provine: Papua; Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambapn
d = 2 dimalkeud Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 2007);

i huruf s, hurul b, huraf ¢, huruf d dan huruf e peris Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Menetaphan .. Kegmitman - Subemur - Pageia - fentasg Khusus Bagl Provinsl Papua (Lembaran Negara Republik

knn Tien Prrompatan Akses Kewnrgan Dawrsh Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Provinsi Papua:

»

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
dhbah beberapa kal terdie dengan Undang Undang

Mengingat.../2 Nomor 2 Tshun 2021 tentang Perubshan Kedua
Undang-Undang Nomor 21 'I‘hhl.\ mn Tentang Ownom
Khu i

Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/Kep.170/2025

Tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses

Keputusan Gubernur Papua Nomor
100.3.3.1/KEP.57/2025 Tentang

Keuangan Daerah Provinsi Papua Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi

GUBERNUR PAPUA

VI Bupat/Wakota se-Proves! Papus

.
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 500/ 1245 /s¢T
TENTAN(
PENGENDALIAN INFLASI MENJELANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TAHUN 2025
DI PROVINSI PAPUA

Dalam rangha pengencatan flay menyelang Pemungutan Suara Liang PSU)
Gengan i Gsampahan kepada Pora BupatiWalkots se Provns Papua 39
mempenuat Strategl 4K yatu Kelenangkauan Maga Ketersedaan Paschan

1 MergetensSan pemantausn haa dan ketersedaan kebuthan pokok
masyacakat wamanys beras. Cabal bawang merah. bawang puth. €agng S35

303 mengactmaian peran GAIOVOr 331 Fanil FaN tetaD ancar Ga% Parga
tetap stabs

S Menaga dan memantau Gstrbusi Bahan Bakar Meyax (BBU) untuk kebutshan
Ay I 330 LeANCHIT GIDUS: DINAN POROE
Demaian urta Seetahu dan d/aksanakan

Surat Edaran Gubernur Papua Tentang
Pengendalian Inflasi Menjelang
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
Tahun 2025 di Provinsi Papua

Daerah Provinsi Papua

GUBERNUR PAPUA
Yih BupaliWalikots se-Provinsi Papus.
SURAT EDARAN
NOMOR : 50/ 416/ 41T
TENTANG

PENGENDALIAN INFLASI PADA BULAN
RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1446 H (TAHUN 2025 M)

dan 1dul Fin 1445 H
(Tahun 2025 M) dengen iri disampaikan kepada Para BupatiWalicota s= Provins:
Papua agar memporhatkan hal-hal scbagal bastkut

1 Menginlensfan pemsntausn heterseciaan den harga kebutuhan  pokok
masyarakat utamanya boras, cabei, bawang merah, Dumng pud, dege ea6
daging ayam. telur ayam, minyak goren dan guea:

2. Molaksanakan siak ko pasar dan disibutor ngse sk menshan barang, o
menjsge
harga barang dapat tackonvol dengan bk
3. Menyiapkan jadwsl Pazor MuraGerakan Pasar Murah (GPM) selama bulan

A4ArGM tepat swsar
S udnn»n-n atar MUBNGPI barsama ‘StakehokerfOrganizas) Perangkat
torait. Ketarsadiann

vnut
s

serta mengoptmalkan poran distributor agar rantai pasoK tetap (ancar ¢an harga

totap ctabil
6. Berkoordnast merjaga cistiousi Bahan Bakar Minyak (BM) unuk kebutuhan
Masyarakat dan kelsncaran distribus! bahan pokok,

‘Demican untuk dietahud dan dilsksanaian.

Surat Edaran Gubernur Papua Tentang
Pengendalian Inflasi Pada Bulan
Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H (Tahun
2025 M)
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s

GUBERNUR PAPUA GUBERNUR PAPUA

Jayapura, T Maret 2025 Jayapura,  Maret 2025
Nomor :S°0/241¥|sev Nomor  : 54 /2678 /SeT

f.m Segera Sifat oo Segera
ampiran : 1 (satu) Eks T 5 g
Hal * Gerakan Pasar Murah pada HBKN Hal : Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM)
Yih (T ) zim. PT. Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku
di
Jayapura Jayapura
Datam Dalam rangka pengendalian inflasi pada Hari Besar Keagamaan (HBKN) yaitu
fangka pengendalian inflasi dan menjaga stabiitas harga pangan pada Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut
Harl Besar (HBKN) yaitu dan Idul Fitri 1446 H, maka dengan 2 ; F i 4K yail
ini disampaikan 1. Provinsi Papua dalam 4K yaitu
E = Harga, jaan Pasokan, Distribusi, dan
1. Pemerintah Provins! Papua dalam pengendaian Inflasimenerapkan strategi 4K yatu Komunikasi yang efextif;
Harga, Pasckan, Distribusi, dan Komunmas: 2. Untuk mengendalikan Inflasi saat Ramadhan dan Idul Fitri diharepkan kepada
Yahy ol Pertamina agar menjaga ketersediaan dan distribusi BBM untuk seluruh wilayah di
2 Untuk menjaga keterangkauan harga pada bulan Ramadhan dan Idul Fitn Provinsi Papua;
dilakukan dengan Pasar Pasar Murah (GPM) 3. Dengan ketersediaan BBM di seluruh wilayah, maka akan berdampak dan
untuk bahan pangan dengan harga mend. pangan pada bulan
selama bulan dan Idul Fitr, inflasi.
3. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka diharapkan kepada selurun
¢ Demikian, dan

Pimpinan Perbankan untuk mendukung Gerakan Pasar Murah (GPM) dengan
tetap pada Dinas dan Provins: Papua
Bank Indonesia dan Bulog.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Surat Gubernur Papua Hal Distribusi Bahan

Surat Gubernur Papua Hal Gerakan Pasar
Bakar Minyak (BBM) Tahun 2025

Murah pada HBKN Tahun 2025

= )
I TPAKD
g

USULAN PROGRAM
KERJA TPAKD PROVINSI }

TAHUNABYS 2024

DI SUSUN OLEH :

Usulan Program Kerja TPAKD Provinsi Papua Tahun 2025-
2029

TPID PROVINSI PAPUA

Laporan Pengendalian Inflasi Daerah
Provinsi Papua Tahun 2025
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u-‘:
-~

Evaluasi dan Rencana Program Kerja
Papua Tahun 2025

ﬁa_f\

OTORITAS

Kz

KEUANGAN

TP/\\%D

Evaluasi dan Rencana
Program Kerja
TPAKD Provinsi

Papua

Jayapura, 2 September 2025

TPAKD Provinsi

? PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
S SEKRETARIAT DAERAH
=" 500 52 Dok It loyopura — Tolepon (0967531957, S37162 Fex S37162.531957
Jayapura.ig Agustus 2025
Nomor D5 /Ba03 /5€X
Sitat Segera
Lampian  : 1(Satu) Eks
Hal Undangan Rapat
Yih. Daftar Tertampir
di
Jayapura
Dalam rangka Optimalisasi Potensi Perekonomian Bidang Sumber Daya Alam di
Provinsi Papua melaki Biro dan Bagian
Sumber Daya Alam, maka diharapkan kehadiran Bapakibu dalam rapat yang akan
dilaksanakan pada:
HariTanggal : Selasa, 19 Agustus 2025
Pukul 10.00 WIT- Selesai
Tompat Ruang rapat Lt3 Kantor Gubemur Provinsi Papua
Agenda Optimalisasi Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam di Provinsi Papua

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Surat Sekda Nomor 000.1.5/11401/SET

Tanggal 06 Oktober 2025 Hal Undangan
Rapat Penyusunan Profil Potensi
Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi
Papua

Tabel 3.3

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No | Sasaran/Indikator Kinerja

Analisis Penyebab
Keberhasilan/Kegagalan

Alternatif Solusi/Upaya yang
Telah Dilakukan

1 | Meningkatnya
perekonomian daerah
melalui kebijakan dan
rekomendasi bidang
perekonomian yang
dihasilkan

adanya inovasi-inovasi
2. Perencanaan Program yang
jelas dan terarah

1. Keberhasilan dilakukan karena

1.Koordinasi antar SKPD

2. Peningkatan Kapasitas
SDM melalui Bimbingan
Teknis, Pelatihan,
Sosialisasi dan Evaluasi
Program

3. Dukungan Pimpinan dan
Komitmen Organisasi.

2) Sasaran 2

Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi

bidang SDA

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil
evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program
Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) dokumen yaitu :

a) Rapat Teknis Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan penggunaan
teknologi promosi potensi SDA melalui program RIRU

b) Rapat Penyusunan Profil Potensi SDA dan Pembentukan Tim Penyusun
Profil 06 Oktober 2025
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Tabel 3.4
Sasaran 2
Capaian Capaian Tahun 2025
No Sasarap Inqlkat_or Satuan Tahun
Strategis Kinerja 2024
Target |Realisasi| Presentase | Kode
1 Meningkatnya Presentase
perekonomian Kebijakan
daerah melalui Pengelolaan
kebijakan dan SDAyang % 100%
rekomendasi difasilitasi 100% 100% 100%
bidang SDA ° ° °

Dokumentasi/ evidence :

? PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

ORI T Rapat Penyusunan Profil Potensi SDA
dan
—— Pembentukan Tim Penyusun Profil
R 06 Oktober 2025

Datam rangka Potenal Bidang Sumber
Daya Alam di Provinsi Papus melaiul Biro
Sagian Asam,

yang akan diiaksanakan pada:

Har/Tanggal : Selasa, 07 Oktober 2025

Pukul 10.00 WIT- Solesat

Tempat Ruang rapat L3 Kantor Gubernur Provinsi Papus

Agenda Penyusunan Profil Potensi Sumbor Daya Alam di Provinal Papus
o

Surat Sekda Nomor 000.1.5/9203/SET Tanggal
19 Agustus 2025 Hal Undangan Rapat
Optimalisasi Potensi Perekonomian Bidang
Sumber Daya Alam (SDA)

Rapat Teknis Pengelolaan Sumber Daya Alam dan penggunaan teknologi
promosi potensi SDA melalui program RIRU

p— b
s—’ =
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Tabel 3.5

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No Sasaran/Indikator Analisis Penyebab Alternatif Solusi/Upaya yang Telah
Kinerja Keberhasilan/Kegagalan Dilakukan
1 | Meningkatnya Data potensi sumber daya Koordinasi antar SKPD pengelola
perekonomian daerah alam (SDA) sudah terintegrasi | SDA
melalui kebijakan dan dari SKPD pengelola SDA
rekomendasi bidang
SDA
3) Sasaran 3:

Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih
baik

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi

menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemerintah

Daerah Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu :

a. Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun Buku Perseroan (5 BUMD Provinsi Papua)
b. Risalah Rapat RUPS Tahunan/ RUPS Luar Biasa (5 BUMD Provinsi Papua)

c. Policy Brief (5 BUMD Provinsi Papua)
d. Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD (RSUD Abepura)

Tabel 3.6
Sasaran 3
Sasaran Indikator Capaian Capaian Tahun 2025
No Stratedi Kineri Satuan Tahun Presenta
HELEE Ll 2024 Target |Realisasi se Kode
1 Meningkatnya | Presentase
Koordinasi Jumlah
Pembinaan, BUMD dan
monitoring dan | BLUD yang
evaluasi berkinerja
penyusunan baik % 100% | 100% | 80% 80%
ebijakan
pemerintah
daerah untuk
pengelolaan
BUMD dan
BLUD yang
lebih baik
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Dokumentasi/ evidence :

DISUSUN OLEH :

BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI PAPUA
BAGIAN BUMD

LAPORAN
KEGIATAN

BAGIAN BUMD TAHUN 2025

2y, s
4 0,

2,
%,

LAPORAN

PELAKSANAAN RUPS
TAHUNAN DAN RUPS-LB
BUMD PROVINSI PAPUA

DOKUMENTASI LAPORAN TAHUNAN PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH PAPUA

Rapat Bersama

Audiensi Dewan Komisiaris 09 Maret 2025 Komisaris dan
dan Direksi RUPS Bank Papua di Aula Direksi Bank Papua
Lukmen 04 September 2025

Rapat Evaluasi BUMD

i o 0 ‘PT. Bank Pembangunan Daerah
M )
df""% - Papua

g 2™ o ®

20 Januari 2026

" t'i".k.
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DOKUMENTASI LAPORAN TAHUNAN PT. JAMKRIDA PAPUA

Pra RUPS PT IRIAN BHAKTI PAPUA RUPS PT IRIAN BHAKTI PAPUA
tanggal 17 Juni 2025 tanggal 16 JULI 2025

RAPAT EVALUASI BUMD PT IRIAN BHAKTI PAPUA
tanggal 15 JANUARI 2026
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DOKUMENTASI LAPORAN TAHUNAN PT. IRIAN BHAKTI MANDIRI (HC)

Rapat Pembinaan asset anak-anak
perusahaan PT. IBM Tanggal 15 Mei 2025

Pra RUPS PT IBM tanggal 4 Juli 2025

RUPS PT IBM tanggal 26 Agustus 2025

Rapat Evaluasi PT. IBM tgl 15 Desember

2025 Rapat Pembinaan BUMD PT. IBM tgl 25 November 2025
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DOKUMENTASI LAPORAN TAHUNAN PT. PAPUA DIVESTASI MANDIRI

15 JULI 2025 26 November 2025
PRA RUPS PT. Papua Divestasi Ma}ndiri

05 Januari 2026
Rapat Evaluasi PT.Papua Divestasi Mndiri .

ssssssssss

DOKUMENTASI RUPS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

RUPS Bank Papua di Aula Lukmen

POLICY BRIEF

KEBUAKAN PENGUATAN TATA KELOLA DAN KINERJA PT IRIAN BHAXTI
AP

U
NOMI DAERAH PROVINSI PAPUA

NOTARIS
MARYATIE SIMANJUNTAK, SH

Keputusan Mentori Kehakiman R Tanggal 01 Februari 2024
Nomor : AHU-00011.AH.02.03. TAHUN 2024

KOMPLEX RUKO ABEPURA MAS
JL RAYA ABEPURA, KOTA JAYAPURA
TELP. 0812 4335 2214, 0812 4370 2919, 0312 4786 8517

Turunan / Salinan :

AKTA : RISALAH RAPAT UMUNM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PAPUA

TANGGAL : 20 MARET 2025 Disusun Oleh

NOMOR . oa Tim Analisis Investasi Provinsi Papua Tahun 2025
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DOKUMENTASI RUPS JAMKRIDA

JAMKRIDA PAPUA (PFRSE&ODA)

RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM

Lt AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI PAPUA

Tanggal 01 Agustus 2025, Nomor : 03.-

DOKUMENTASI RUPS PT IRIAN BHAKTI PAPUA

POLICY BRIEF
A B A Rt
2

NOTARIS/PPAT

PUSPO ADI CAHYONO, SH. MKn

L Sumratulangl No, 13 APO Gurabest - Jayspurs - Papus
Telp. (0967) - $36509 Fax. (W67) - 36809
M. Kntor : 0912 4043 3330 i, Mebibe 0911 4904 066
Fomail 1 porpocabyvai ymaiL com

Turensn/ Sainn
SALAN
AKTA i A
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAN TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
Y. IRIAN BHAKTI MANOIRI *
TANGGAL M Sentomorr . Disusun Oleh
i N T 1M ANALISIS INVESTASI PAPUA TAHUN 2025
ot 1) T 2025 '

RUPS PT IRIAN BHAKTI PAPUA




LKj Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025

"DOKUMENTASI RUPS PT IRIAN BHAKTI MANDIRI (HC)

POLICY BRIEF

'REFORMAS| TATA KELOLA PT IRIAN BHAKTI MANDIRI (18M)

NOTARIS/PPAT

Y/
7
PUSPO ADI CAHYONO, SH. MKn 7/
7
I Samratuing Na. 13 APO Guesbest - Sy mpurs - Pagan £
Telp (W967) . SMA00 Fax. (0967) . L0000 4
T Kamtor | U1J 4040 1000 1 My Mabile - BRET 4004 04 7
Fomail | puspes sty emeitgmet con Y/
Tursaan  Salines /
— //
SALAN / 4
AKTA /
NAFAT UMUM FEMEGANG SAMAM TANUNAN //
FERITROAN TERDATAS
TP RAN SHAKTI PAPUA (PERSEROOA; *
Disusun Oleh

TIM ANALISIS INVESTASI PAPUA TAHUN 2025
1

kit RUPS PT IRIAN BHAKTI MANDIRI

DOKUMENTASI RUPS PT PAPUA DIVESTASI MANDIRI

PAPUA

NOTARIS
ELSYE SISILIA AIPASSA, SH, M.Kn

Kepubusen i Mukum dan Hak Asasi M
Nomor: ARU-105.AH.02.01, Tahun 2011, Tanggal 04 Februarl 2011

TurunanSalinan/Grosse:

AKTA : RISAL TAHUNAN

“PT.PAPUA DIVESTASI MANDIRI"

TANGGAL  : 26NOVEMBER2025 No: 17
Disusun Oleh :
TIM ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025
Jalan Bary Tembus Melatl, Kotaraja, Kota Juy
Telepoa/Fas: ($967) SKRI009; HP. 0813921297%0;
F-Mai: Flaye_Alpasia@Yabeo.con

RUPS PT. Papua Divestasi Mandiri
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-

]

4 | RAWA
g INSTALLD SAYAP

LAPORAN TAHUNAN

PENERAPAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD)

2025

Disusun oleh:

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua

Bagian BLUD

DOKUMENTASI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Raoat Penerapan BLUD Provinsi

Papua

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
SEKRETARIAT DAERAH

JL Soa Siu, Dok I, Kanior Gubomur Papua, Jayapure Utera

Jayepura, 22-Apil 2025

e

10001 }4140 /fer
Stat Segera
Lampiran  :
Hal Undangan Rapat

Yth. 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
2. Kepala Bifo Hukum Setda Provins| Papua
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

di
Jayapura

Menindaklanjuti surat Kepala BPSDA Nomor : 800.1/IBPSDA tanggal 8 Januar
2025, Perihal Usulan Rancangan Peraturan Gubemur Tentang Pembentukan BLUD,
maka diharapakan kehadiran Bapak/lbu pada Rapat yang akan diaksanakan pada :

Hari/Tanggal + Kamis, 24 April 2025

Pukul :10.00 wit - Selesai

Tempat + Ruang Rapat Asisten Lt 3, Kantor Gubemur Papua
Agenda + Pembahasan Mekanisme Penerapan BLUD pada SKPD

Dernikian, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

0. GUBERNUR PAPUA
[Pk SEKRETARIS DAERAH,

o\

6
&/ (&
W0, 5.50s., MSI

Tembusan :

HBINA U MADYA
00728 199712 1 001
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Rapat Sosialisasi Penerapan BLUD
kepada SKPD teknis

pEMBINAAN 0 17 (BLUD)

M DAE
JLAYANAN L\ILMDA
AN OVING] PABUA

)

JAYAVURA, 23 MH 2075

? PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
2 SEKRETARIAT DAERAH

. Soa Siv, Dok l, Kantor Gubernur Papua, Jayapura Utara

Jayapura, 05 Mei 2025
Nomor L 000. 1.5 /607 ST

Sifat : Segera

Lampiran

Hal : Perubahan Waktu Rapat

Yth. 1. Asisten Bldang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Papua
2. PIt. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua
3. Inspektur Daerah Provinsi Papua
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua
7. Direktur Rumah sakit khusus Abepura

di

Jayapura

Sehubungan dengan Surat Nomor : 000.1.5/4210/SET tanggal 23 April 2025,
Perihal undangan Rapat, maka rapat yang semula akan dilaksanakan pada hari kamis,
tanggal 24 April 2025 ditunda pelaksanaannya menjadi :

Hari/Tanggal : Jumat/ 23 Mei 2025

Pukul :10.00 wit - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Asisten Lt. 3, Kantor Gubernur Papua

Agenda o apan BLUD pada SKPD
Demikian, atas dan terima kasih,

Tembusan :
P{.Gubernur Papua di Jayapura
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{ Rapat Tahapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

@ PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
MLS SEKRETARIAT DAERAH
)

JI. Soa Siu, Dok Il, Kantor Gubernur Papus, Jayspura Utara

Jayapura, 'November 2025
Nomor 1 000N 1500 foef
Sifat : Segera
Lampiran  : 1 (satu) Lbr
Hal : Sosialisasi Penerapan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Yth. Daftar Terlampir
di
Jayapura

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisiensi,

dan bertanggung-jawab, Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Perekonomian

dan Administrasi Pembangunan selaku Pembina BLUD akan melakukan sosialisasi
penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Pukul :10.00 WIT - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Assisten Lt.3, kantor Gubernur Provinsi Papua

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan kepala SKPD agar dapat
menugaskan sekretaris dan kepala UPTD untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

PE BINA UTAMA MADYA

Tembusan : NIP. 19660423 198709 1001

1. Gubernur Papua di Jayapura.
2. Wakil Gubernur Papua di Jayapura
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Tabel 3.7

Tabel 3.7
Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No Sasaran/Indikator Analisis Penyebab
Kinerja Keberhasilan /Kegagalan Alternatif Solusi/Upaya yang Telah
Dilakukan
i 1. Bertambahnya 1 (satu) 1. Melakukan Koordinasi kepada
1 | Meningkatnya BUMD kategori sehat. RSUD Jayapura.
Koordinasi Pembinaan, | o Tigak terdapat Data 2. Membentuk TIM Percepatan
Monitoring dan Laporan Keuangan dan BUMD.
Evaluasi Penyusunan Kinerja BLUD RSUD 3. Membentuk TIM Analisis
Kebijakan Pemerintah Jayapura Investasi Daerah.
Daerah untuk 3. SDM staf BLUD belum 4. Penyusunan SOP Pembinaan
Pengelolaan BUMD memenuhi kompetensi dan Pengawasan BUMD.
dan BLUD yang lebih yang dibutuhkan. 5. Mewajibkan Audit dari KAP.
baik 6. Laporan Keuangan diaudit Tepat
Waktu.
7. Metalogi Evaluasi yang Baku.

4) Sasaran4:

Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi

menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemerintah

Daerah Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu :

a. Rapat dan Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Kabupaten/Kota T.A 2025.

b. Rapat dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan T.A 2025.

c. Rapat dan Penyusunan Laporan Pengendalian Paket Pekerjaan Strategis
Pemerintah Provinsi Papua T.A 2025.

d. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
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Tabel 3.8
Sasaran 4

Capaian Capaian Tahun 2025
Satuan | Tahun

2024 |Target |Realisasi| Presentase |Kode

1 Meningkatnya Presentase
Pengendalian rumusan
Administrasi kebijakan
Pelaksanaan bidang % 100% 100% | 100% 100%
Pembangunan pembangunan
Daerah yang menjadi
kebijakan

Dokumentasi/ evidence :

LAPORAN

HASIL PENGENDALIAN
ADMINISTRASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN APBN KAB/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN HASIL
PENGENDALIAN ADMINSTRASI

PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2025

BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRA S| PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI PAPUA

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Papua
R AR AR N

PELAPORAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025

Gubernur Papua
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Dokumentasi Rapat Desk Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan APBD
Kab/Kota T.A 2025

553 PEMERINTAH PROVINS| PAPUA
- SEKRETARIAT DAERAH
B vt G 8w O e s P

Stot

Lampean 1 (sak) Bekas

Hal Desk Pangendaian dan Percepatan
Feiaksaramn APBO Kat/ota TA 2025

Yo Daar Teriampir

a-

Tempat
Berdasarkan kntentusn Pasal 1 Peraturan Pomerintah No
Poiakianasn Tugas Gan Wewenang Guoernus Sebagai W

emor 33 tahun 2018

tentarg n - Wk s

Pusat, maka Gubernur memil 1uges Ut melakukan mondonng, evi
Pemecnt "

can
supervs temadsp tah Daera yoog aca
& wiayah. sertz Pengendatian dan Percepatan Pelaksanaan APEO KabupatenKata
tahun anggaran 2025 sid Euan Oktober 2025

Buul 10.00 WIT - Selesas

Fuang rapat Lanta: 4 Kandor Gubsmur Papua. | Soa S
bocis Dok I Bawah Jayseura
PmpnanRapst PR Sekrwtans Osera Provens Papua
Catatan Creascede yang bertaky pada o fu

Dermikaan, atas parhatan dan keradiantya SSampaixan lenTa kasih

Guberres Pacua & Jeyao
2 Vet Gubarrus Pagua 4 Soyagua

=2

.‘<< 3

N7
A
.

V4
A

:/@e

o ©
- x’&/es

/AN
2/ :@;ﬁ«
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Dokumentasi Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dekon/TP T.A 2025

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
SEKRETARIAT DAERAH

3 Sem S Ok & Sapaous — Tobepeon (0G67) 531987 537142 Fan. 537762 531967

Jayapura 11 Owober 2025

Nomor ®0.4 5 /153K { ceT
Sifat %
Lampean 2 (Dua) Berkas.
Hal Rapat Evahas Pelacsanaan

Peiaporan Dekon/TF TA 2025
Yt (Daftar Teriamp)
&

Jayspura
Berdasarkan ketentusn Pasal 1 Peraturan Pemenntah 21 Nomor 33 tamun
2018 tentang Peisksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Waki

Hari/Tanggal  :Kamis /23 Okiober 2025
Pukut £ 10.00 WIT — selessi




LKj Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025

Dokumentasi Rapat Pengendalian Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua
T.A 2025

% PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

45, SEKRETARIAT DAERAH

e’ J1 S0 St Dok f Jayapura — Tolepon (0967) 531097637162 Fax 537162531997
Jayapura, 3\ Jul 2025

Nomor $000.1.5/84C3/SET
Sitat a

Lampiran 2 (Dua) Eks.

Hal B

TA 2025
Yih. ( Daftar tedampir )
di
Tempat
Bahwa dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Maka, Pemerintah Provinsi Papua
daftar paket pekerjaan melalui keputusan Gubemur Nomor

Pemerintah Provinsi Papua TA 2025 Berkaitan dengan hal tersebut dimohon
kehadiran Bapak/lbu pada

HariTanggal - Selasa, 05 Agustus 2025
Pukul 11.00 WIT - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Asisten Lantal. 3 Kantor Gubernur

Agenda - Penyampaian informasi / Progres Pelaksanaan Pekerjaan
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Dokumentasi Rapat Pengendalian Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua
s/d bulan September T.A 2025

@ PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
EE SEKRETARIAT DAERAH

S’ & San Su Dox i Jeyapirs — Tolepon (0967) 531997 537162 Fax 5371632 831857
L B
Jayapura, 31 Jul 2025

Nomor 000.1.5/84C3/SET
Segera
Lampian -2 (Dua) Exs
Hal : Provinsi Papua.
TA 2025

Yih, ( Daftar tedamoir )
di

Tempat
Bahwa dalam Peraturan Pr Nomor 54 Tanhun 2018
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Maka. Pemerintah Papua
paket pekeriaan Gubemur Nomor

telah menetapkan i
100.33.1/KEP/ 20212025 fentang Penetapan Paket Pekerjaan Stategis
Pemerintah Provinsi Papua TA 2025 Berkaitan dengan hal tersebut dimohon
kehadiran Bapai/lbu pada

HarifTanggal Selasa, 05 Agustus 2025
Pukul 1100 WIT - Selesai
Tempat Ruang Rapat Asisten Lantai. 3 Kantor Gubernur
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Dokumentasi Rapat Pengendalian Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua

PEMERINTAH PROVINS| PAPUA
SEKRETARIAT DAERAH
1 0w Ok s~

Tomgon (0067) 531007 537162 Fax 537962 531957
Jayapura, \3, Oktober 2025

Nomor  000-15/11743( SE¥
Sdtat 3 jora.

Lampiran 2 (Dua) Lbr

e ' s/d Butan September T.A 2025

Yt (Daftar torlampir)
a

Tempat
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Paket Ststegis TA 2025 maka
dimohon kehadiran Bapakiibu pada :
Hari/Tanggal © Jumat. 17 Oktober 2025
Pukul © 09.00 WIT - Solesal
Tempat - Ruang Rapat Asisten Lantai 3 Kantor Gubernur
Agenda © Penyampaian informasi / Progres Pelaksansan Pekerjaan
‘Strategis sampai buan September
Diharapkan Kepala SKPD dapal mengikutsertakan PPTK masing-masing

bentuk hard copy dan soft copy 3 (tga) rangkap beserta dokumentasi/foto
i
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan Narahubung an. Nyera

s/d bulan September T.A 2025
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Tabel 3.9

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No Sasaran/Indikator
Kinerja

Analisis Penyebab

Keberhasilan/Kegagalan

Alternatif Solusi/Upaya yang
Telah Dilakukan

1 | Meningkatnya
Pengendalian
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah/
Presentase rumusan
kebijakan bidang
pembangunan yang
menjadi kebijakan

. Keterlambatan dan

Kualitas Data yang
diberikan dari SKPD.

. Masih terdapatnya multi

interpretasi antar SKPD.

1. Meningkatkan Koordinasi antar
SKPD
dan Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi.

2. Perlu dilakukan Sosialisasi
Tugas dan Fungsi SKPD secara
khusus antara Biro
Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan dan
BAPPERIDA.

B. Realisasi Anggaran

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 mengelola Pagu

senilai Rp. 4.101.100.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp.
4.101.100.000,- atau 100%. Berikut realisasi anggaran akhir Tahun Anggaran 2025
pada setiap Program dan Kegiatan pada table 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
URAIAN PROGRAM DAN o
NO T, PAGU (Rp) REALISASI (Rp) | REALISASI (%)
PROGRAM PENUNJANG
A URUSAN PEMERINTAHAN 1.000.000.000 986.659.231 98,67
DAERAH PROVINSI
1 | Administrasi Keuangan 104.600.000 104.600.000 100
Perangkat Daerah
p | Administrasi kepegawaian 37.000.000 37.000.000 100
Perangkat Daerah
3 | Administrasi Umum Perangkat 758.933.000 746.307.631 98,34
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik
4 | Daerah Penunjang Urusan 98.760.000 98.751.600 99,99
Pemerintahan Daerah
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URAIAN PROGRAM DAN

0,
NO KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) | REALISASI (%)
PROGRAM PEREKONOMIAN
B DAN PEMBANGUNAN 1.600.000.000 1.589.634.436 99,35
1 | Pengelolaan Kebijakan dan 800.000.000 798.292.612 99,79
Koordinasi Perekonomian
Pengelolaan Kebijakan dan
2 Koordinasi Sumber Daya Alam 800.000.000 791.341.824 98,92
PROGRAM KEBIJAKAN
C ADMINISTRASI 1.501.100.000 1.470.126.513 90,79
PEMBANGUNAN
Pengendalian Administrasi
1 | Pelaksanaan Pembangunan 812.453.900 810.727.947 99,79
Daerah
Pelaporan Pelaksanaan
2 688.646.100 659.398.566 95,75
Pembangunan Daerah
JUMLAH 4.101.100.000 4.046.420.180 98,67







Tabel 3.11
Pelaksanaan Urusan Pilihan
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025

Kebijakan

Uraian Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan

Realisasi 31 Desember 2025

Target
Output

Pagu

Realisasi
(Rp)

%

Output

Permasala
han

Upaya
Mengatasi
Permasalah
an

Tinjut
Rekom
DPRD

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI

1.000.000.00
0

986.613.885

98,66

Pengendalian
Administrasi
Terintegras

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

104.600.000

104.600.000

100

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN

104.600.000

104.600.000

100

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

37.000.000

37.000.000

100

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

37.000.000

37.000.000

100

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

758.933.000

746.307.631

98,34

Penyediaan Bahan
Logistik
Kantor

1 Paket

113.598.365

110.318.365

97,11
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Kebijakan

Uraian Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan

Realisasi 31 Desember 2025

Target
Output

Pagu

Realisasi
(Rp)

%

Output

Permasala
han

Upaya
Mengatasi
Permasalah
an

Tinjut
Rekom
DPRD

Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan

1 Paket

84.371.635

83.158.500

98,56

Penyediaan
Bahan/Material

1 Paket

14.275.000

14.275.000

100

Fasilitasi
Kunjungan Tamu

1
Lapora
n

134.000.000

133.993.664

100

Penyelenggaraan
Rapat

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

1
Lapora
n

412.688.000

404.562.102

98,03

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

98.760.000

98.706.254

99,95

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

3 Unit

90.000.000

90.000.000

100
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Realisasi 31 Desember 2025

Uraian Program, HpErE . Tinjut
.. p Permasala Mengatasi
Kebijakan Kegiatan dan Rekom
Sub Keaiatan han Permasalah DPRD
u gl Target Paqu Realisasi o Outout an
Output 9 (Rp) ¢ P
Pemeliharaan
Peralatan dan 8.760.000 | 8.751.600 | 99,90
Mesin Lainnya
PROGRAM
PEREKONOMIAN 1.600.000.00 | 1.589.634.43 99.35
DAN 0 6 ’
PEMBANGUNAN
Meningkatkan | Pengelolaan
Perekonomia | Kebijakan dan 800.000.000 | 798.292.612 | 99,79
n Daerah Koordinasi
Melalui Perekonomian
Kebijakan Fasilitasi
dan Pengelolaan
rekomendasi | Kebijakan 1 7
Bidang Ekonomi Makro Dokum 8'°°°'g°°'°° 798.202.612 | 99,79 | Dokum
Perekonomia en en
n yang
dihasilkan
Meningkatkan | Pengelolaan
perekonomia | Kebijakan dan
n Koordinasi s.ooo.(())oo.oo 791.341.824 | 98,92
daerah Sumber Daya
melalui Alam
kebijakan dan .
. Koordinasi,
rekomendasi . . .
. Sinkronisasi dan
bidang SDA .
Evaluasi 1 1
g:ftgﬁ'l‘:: Dokum s.ooo.goo.oo 791.341.824 | 98,92 | Dokum
Meningkatkan Keh tana;1 en en
Koordinasi Kel ut d,
Pembinaan, e?u an, dan
Perikanan

minitoring
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Realisasi 31 Desember 2025

Uraian Program, P [ . Tinjut
Kebijakan Kegiatan dan CnEEEIE enggtass Rekom
] g
Sub Kegiatan _ b Permasalah | nopp
Target Paqu Realisasi o Outout an
Output 9 (Rp) ¢ P
dan evaluasi
penyusunan
kebijakan
pemerintah
daerah untuk
pengelolaan
BUMD dan
BLUD yang
lebih baik
PROGRAM
KEBIJAKAN 1.501.100.00 | 1.470.126.51 97.94
ADMINISTRASI 0 3 ’
PEMBANGUNAN
Meningkatka | Pengendalian
n Administrasi
Pengendalian | Pelaksanaan 812.453.900 | 810.727.947 | 99,79
administrasi Pembangunan
pelaksanaan Daerah
pembanguna | Pengendalian
n Administrasi
daerah Pelaksanaan 1 1
Pembangunan Dokum | 812.453.900 | 810.727.947 | 99,79 | Dokum
APBD en en
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan 688.646.100 | 659.398.566 | 95,75

Daerah
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Kebijakan

Realisasi 31 Desember 2025

Uraian Program, HpErE . Tinjut
. Permasala Mengatasi
Kegiatan dan Rekom
Sub Kegiatan b Permasalah | ‘npppy
9 Target Paqu Realisasi o Outout an
Output 9 (Rp) ¢ P
Analisis Capaian
Kinerja 1 1
! Dokum | 189.690.000 | 188.401.480 | 99,32 | Dokum
Pembangunan en en
Daerah
Pelaporan
Pelaksanaan 1 1
Pembangunan Dokum | 273.700.233 | 263.767.719 | 96,37 Dokum
Daerah en en
Fasilitasi
Perumusan
Kebijakan 1 1
Teknis Dokum | 225.255.867 | 207.229.367 | 92,00 | Dokum
Pembangunan en en

Daerah







BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025.

A. Kesimpulan

1.

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 ini menyajikan capaian strategis yang tercermin
dalam capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja sebagai
penjabaran teknis sesuai dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2025.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kategori ‘sangat baik’, dengan
demikian capaian kinerja semua indikator perlu di dipertahankan di tahun yang akan

datang.

B. Saran

1.

Diperlukan peningkatan kualitas dan pemenuhan kuantitas ASN yang belum
seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja dalam
melaksanakan kegiatan.

Diperlukan pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan profesionalitas dalam
rangka peningkatan kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
dengan mempertimbangkan kebutuhan individu ASN dan kebutuhan umum organisasi
dengan sistem perencanaan yang holistik (terintegrasi), terarah, efektif dan efisien.
Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan, hendaknya
dapat terus disempurnakan atau disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan berbagai
kegiatan di monitor dan di evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut
dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika
dan target yang telah ditetapkan.

Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian
kinerja.

Perlu Upaya-upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan

yang aktif, interaktif dan partisipatif.
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Demikian Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang
menggambarkan capaian kinerja untuk setiap sasaran Tahun 2025 dalam mendukung

pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua secara umum.



LAMPIRAN

LKj Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
SETDA Provinsi Papua



1) Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD 2025-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD 2024-2026

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

PEMBANGUNAN

Kompleka Kanlor Gubemur, Jalen. Boa Biu Dok 2 Bewah Jayapurs, Papua.
Emall : hpappronsipapua24ilomall.com

ADMINISTRAS|I PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN

NOMOR : 100.3.3.4/46/BPAP/24 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN

2024-2026

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan
pasal 4 ayal(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No.
PER/OS/M.PAN/5/2007 lentang Pedoman  Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utame di Lingkungan Instansi
Pemerintah, dan PERMENPAN
NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indlkator Kinerja Utama, dan dalam rangka
peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja,
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
SETDA Provinsl Papua.

bahwa sehubungan dengan huruf a maka periu ditetapkan
Keputusan mengenal penetapan Indikator Kinerja Utama
(key perfomance Indicators) Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua
dengan Keputusan Kepala Biro;

TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsl, Kolusi dan
Nepoliame;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Berslh dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepolisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang.................. 12
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP),

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tatacara Reviu atas Laporan Kinerje Instansl Pemerintah;

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Republlk Indonesia Nomor PER/0S/M.PAN/
11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Gubemur Papua Nomor .5 Tahun 2023 tentang
RPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

Peraturan Gubemur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsl
Seria Tata Kerja Seluetariat Daerah Provinsl Papua.

MEMUTUSKAN ............... 13
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Bahwa Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Seida Provinsl Papua tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
KEDUA : IKU Biro Perekonemian dan Administrasi Pembangunan ini menjadi
acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setlap Tahun
Anggaran berjalan;
KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannye Surat Keputusan ini
dibebankan kepada Dokumen Pelaksanean Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Setda Provinsl Papua.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhimya RPD Provinsi
Pepua dan masa berakhimya Renstra Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Setda Provinsl Papua.
Diletapkan di : Jayapura
Pada Tanggal:  April 2024
NIP. 19740129 200012 1 002
Tembusen dlsempalken kepada Yih:
1. Gubemur Papua ( sebagal laporan ),
2. Inspektur Provinsl Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinal Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua dl Jayapura.

Lamplran.......cccceeeinennne. 4
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2) Perjanjian Kinerja Kepala SKPDS Tahun 2025-2026

PERJANJJAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini :

Nama : Dr. ANDRY, S.IP.,, M.Si
Jabatan : PIt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAMSES LIMBONG, S.IP.,, M.Si
MAYJEN (Purn)
Jabatan  : Pj. GUBERNUR PAPUA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian
Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi
terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Pj. GUBERNUR PAPUA ALAE

ses leaous S.IP, M.Si
\ fMWEN (Purn)




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

No Sasaran Strategis ":(?::?r;:r Program/Kegiatan Pagu Target
1 | Meningkatnya Persentase Program Pengelolaan
perekonomian daerah perumusan Kebijakan dan Koordinasi
melalui kebijakan dan kebijakar Perekonomian :
rekomendasi bidang daerah dibidang | 2. Fasilitasi Pengelolaan Rp 800.000.000 | 100%
perekonomian yang perekonomian Kebijakan Ekonomi
dihasilkan yang difasilitasi Mikro
2 | Meningkatnya Persentase
perekonomian daerah Kebijakan
melalui kebijakan dan Pengelolaan Program Pengelolaan
rekomendasi bidang SDA | SDA yang Kebijakan dan Koordinasi
difasilitasi Sumber Daya Alam :
3. Koordinasi, Sinkronisasi | Rp 800.000.000 | 100%
3 | Meningkatnya Koordinasi | Persentase dan Evaluasi Kebijakan
Pembinaan, minitoring Jumiah BUMD Pertambangan dan
dan evaluasi penyusunan | dan BLUD yang Lingkungan Hidup
kebijakan pemerintah berkinerja baik | 4. Pengelolaan Kebijakan
daerah untuk pengelolaan dan Koordinasi BUMD
BUMD dan BLUD yang dan BLUD
lebih baik
4 | Meningkatnya Persentase Program Kebijakan
Pengendalian rumusan Administrasi Pembangunan :
administrasi pelaksanaan | kebijakan 3. Pengendalian Rp 812.453.900
pembangunan daerah bidang Administrasi 100%
pembangunan Pelaksanaan
yang menjadi Pembangunan Daerah
kebijakan 4. Pelaporan Pelaksanaan | Rp 688.646.100
Pembangunan Daerah
No Program Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp 1.000.000.000
2 Program Perekonomian dan Pembangunan Rp 1.600.000.000
3 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Rp 1.501.100.000
Jumlah Rp 4.101.100.000
Jayapura, Maret 2025
__PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Y Pj. GUBERNUR PAPUA Pit. KEPA EREKONOMIAN DAN
/ol . RASHREMBANGUNAN

Sy

\ S LIMBONG, S.IP, M.Si
4 TMAYJEN (Purn)
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3) Jenis Penghargaan yang diterima/ diperoleh SKPD di Tahun 2025

TPID AWARDS
PERINGKAT 1 TPID PROVINSI BERKINERJA TERBAIK

TPID PROVINS| BERKINERIA TERBAIK
PERINGKAT | PERINGKAT2 |  PERINGKAT3
PROVINSI PROVINS! PROVINS!
SUMATERA SELATAN BENGKULY RIAU

PROVINS!
JAWA TENGAH

PROVINSI

st
DAERAN ISTIMEWA
YOGYAXARTA JAWA BARAT

PROVINSI PROVINSI PROVIN
KAUMANTANTIMUR | KALMANTANSELATAN |  KALIMAMTAN TENGAH

PROVINS! PROVINGI PROVINS|
SULAWES! BARAT CORONTALO SULAWESI TENGGARA

PROVINS| PROVINSI

PROVINS|
PAPUA MALUKU

PAPUA BARAT

W v W TN @aoousn
RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

TAHUN 2025
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BIRO PEREXONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

kompleks kantor gubernur papua.
JL Soa Siu Dok Il Jayapura. Lantai 3

Surel b insipapuaz4@gmail.co
mdlekhww i




